






KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
      NOMOR  ………. TAHUN ………      

TENTANG
PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BERUPA ……………………..

GUBERNUR BANTEN,
	Menimbang
	:
	a. bahwa sesuai dengan  ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Barang Inventaris Milik Pemerintah pada ……………., telah dipenuhi persyaratan dalam proses penjualan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Banten berupa material bangunan gedung yang akan dibongkar pada ………………..; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Banten Berupa Material Bangunan Gedung Yang Akan Dibongkar pada …………….; 
[bookmark: _Hlk200436388]BILA KEPUTUSAN GUBERNUR MERUPAKAN  DELEGASI AMANAT  LANGSUNG DARI SUATU PASAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, CUKUP 1 (SATU) MENIMBANG SAJA., tanpa huruf a, huruf b.. dst. :
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal … Peraturan……, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang………;

	Mengingat

	:
	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 78);
[bookmark: _Hlk200436532]BISA DITAMBAHKAN PERATURAN YANG MENDELEGASIKAN/MENGAMANATKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN  tersebut.., (TIDAK PERLU TERLALU BANYAK)………..

	Memperhatikan








	:
	1. ……...;
2. Berita Acara Hasil Penelitian Barang Inventaris Milik Pemerintah ………;
3. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor: ………… tanggal …….. perihal Penyampaian Usulan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terkoordinasi Tahun …………;
[bookmark: _Hlk200436562]Dalam Memperhatikan ... bisa ditambahkan SURAT ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PENETAPAN KEPGUB.......;

	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menjual Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Banten Berupa Material Bangunan Gedung Yang Akan Dibongkar pada …………………………., dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  (sesuaikan dengan banyaknya jumlah Tim)

	KEDUA

	:
	Penjualan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan karena sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. 

	KETIGA

	:
	Pelaksanaan penjualan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

	KEEMPAT


	:
	Hasil penjualan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi Banten. 

	KELIMA
	:
	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Serang
pada tanggal,  ……………        
	a.n.GUBERNUR BANTEN

	SEKRETARIS DAERAH,

	

......................



Tembusan : (bila perlu
· Inspektur Daerah Provinsi Banten.
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